
BUPATI BATANG HARI

Menimbang

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 2 TAHUN 2OO7

TENTAn.C
TATA TERTIB ARUS LALU LINTAS DAN

PENUMPANG DALAM KOTA MUARA BT-ILIAN

b.

c.

I(ABUPATEN B,A,TANG HARI

BUPATI BATANG HARI.

bahwa terrlinal Muara Bulian adalah sarana
trarispoftasi bagi kendaraan untuk keperluarr ntetnuat
dan rnerrurunkan olang seda lnengatur kedatangan dan
pemberarrgkatan kendaraan umurll yang merupakarr
salah satu rvujud sirrpuljaringan transpoftasi :

bahrva guna memfungsikan tenninal sebaqai tenrpat
pernangkalan atau angkutan untuk rnerriudalrkarr
penyebaran dan penarikan penumpang sesuai dengan
tujuan tnasing-rnasing penqgurra jasa perlLr diadakan
pengaturan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairrana
dirnaksud pada huruf a dan huruf b maka perlir
nrenetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Tertib Arus
Lalu Lintas dan Penumpang Dalam Kota Muara Birlian
Kabupaten Batang Hari.

Perolurttn Buputi Balang Hurt



Mengingat : l.

J.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat ll Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat ll Tanjung Jabung (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1965 Nornor 50) ;

Urrdang-Undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Kitab
Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun l98l Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209):

Undang-Undang Nomor i4 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoinesia Nomor 3a80);

Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoinesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembarar-r

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);
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6.

{)

Llrrdang-Urrdang Nontor 3E 
-lahun 2lii)4 telitarrg Jalan

iLernbaran hiegara Republik Indonesia iahrin 1004

Nomor 132. -fanrbaltan Lembaran Negara Republik

indoinesia Nomor 4.144);

Peraturan Pemerintah Nontor 22 l'ahun 1990 tentang

Pe nvcrnlran scbagian L,lrltsatt Penrerintahan Dalant

Bidang L-alu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada

Daerah lingkat I dan Daerah Tingkat II ilembaran

^\.silr*'l Reprrblik !ndortesia I'ahurt 199(J Nornor 16.
'i':iinhiif i;ur l.r't"uirar:tn l\e s.li'-ri l{.eprrblik lndon*lia
\ritttc'r 1.1 lil t:

I'rr;lturiirr llq":ntriittt;:h Ntitttrrr J I I aliLlrt ltlQ-i len{irttg
,\:ri:ioulltt .liilan t i,rlittllerarl 5rr{?r'lt Rcf}ili}iiL ll:r-ii.rntsia

l'rlriut l99i Nirrni,rl i9. "l'artrhnhfin Lr'illirill'arl \egal':t
I{epublik Indanesir N*tnor iil7):
Peratuian Pemerintalt Ntlllror -iJ TairLrn 19Ql tentang

|'ctrreriksaan Kerdaraan Ber:ttotor di Jaiart {i,ernbarart
i..legara l{epubrlik Inr.iottesia 

'i'ahun 1993 Nr;nror 6{J.

i'linhairirrr l..erti[']ar:itt \eglra i{tpui:iik lri,ltllrcsta

i-ioitror' -:518):

ireraturan Perneritttah Notrtol "ii -l ahirn 1993 tenlartg

Prasarana LalLr I-intas dart i\ttskutatt Jaian {Lcmbaran
Negara Repuhlik lndonesia 'fahuri 1993 Nomor 63.
-l-ambaltan Lembaran Negara Repubiik lndonesia

r.,-onror 3529):

1{i

i i. Peraturatr l)e'ntcritttah Nonic'rr -1,1 l-ahLrn 1993 tentang

Kenilaraan irertgemudi (.l,erttbaran lr'egara RepuLllik

inr.i,:ttesia -i'aiirin 199i itotttor iJ. 'l-alttbaltan

Lenrbaran Negara RepubIik Irtdonesia Notnot' -l530)l

12. Peraturau Pemerintah Nolnor 25 J-ahurr 2000 tentang
Kervenangan Pernerilttah dan Kervenangart Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembarau Negara Republik
Indonesia -fahun 2000 Nomor 54. Tambalran

Lembaran Negara Republik lndonesia Notnor 3952);

, .
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l\'lemperhatikan : I . Surat Menteri Perhubungan yang ditujukan kepada

para Cubernur Kepala Daerah di seluruh lndonesia dan

pada B*p,ati/Walikotamadya Daerah Tingkat II di

selurulr Indonesia dengan Surat Aj.403l2ll6'P1'h-94
tentang Kampanye Nasional Tertib Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan-

Petunjuk Pelaksanaan Kepala Polisi Sumatera Bagian

selatan NoPoL JUKLAK 1511X11994 tentang

Karvasan Tertib Lalu Lintas:

t{asil Rapat Kaordinasi tentallg Penentuan Ka*asan

l-ertib L-atu Lintas tanggal 16 Januari 1995 1'ang

dihadiri tleh Palres Batang Hari, Kejaksaan Negeri

Muara Sulian. Pengadilan Negeri llv'ltrala Bulian.

DLLAJ Tingkal ll. Kabag Hukutrt Setii ilda dan

Instansi erkait lainnya.

Surat Kapolres Batarrg Hari Nornor Polisi :

B/548/lI/20CI6 unggal 17 Februari perihal i\'{ohotr

Penertiban SK Karvasan Tertib Lalu Lintas'

MEMUTUSKAN :

PBRATURAN BUPATI TENTANG TAT.{ TERTIB
ARUS LALU LINTAS DAN PENUMPANG DALAM
KOTA MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG
HARI.

Menetapkan

BAB I
KETEI{TUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan iniyang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari-

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

3, Bupati adalah Bupati Batang Hari.

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhtrbullgan Kabr-rpaten Batang Hari

Peraturan Bupati Batang Hari
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). Trayek adalah lintasan kendaraan umunl unluk pelayanan jasa angkutan

orang dengan angkutan umum, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan

tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap.

Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang rnenjadi satu

kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang-

Angkutan Antar Kota Antar Propiltsi yang selanjutnya disingkat dengan

Angkutan AKAP adalah angkutan dari satu kota lain yang nrelalui antar

claerah Kabupateni Kota y-ang melalui lebih dari satu provinsi dengan

nrenegunakan rlobil Bus umum yang terikat dalarn trayek'

Angkr-rtan Antar Kota Dalant Provinsi 1'ang selanjutnya disingkat dengan

Angkutarr AKDP adalah angkutan dari satu kota lain 1'ang rrtelalui antar

claeiah Kabupaten/Kota dalam satu daeralr provinsi dengan ntenggunakan

rnobil Bus ulnuln atau mobil penumpang ulnltnl yang terikat dalam 
'I'ra;'ek.

Angkutan Kota 1,ang selanjutnya disingkat dengan ANGKOT adalah

angkutan dari satLr tempat ke tempat lain dalarn satu daerah kota atau

rvilayah lbu Kota Kabupaten dengan menggunakan angkutan unlum atau

rlobil penutnpang umum yang terikat dalam trayek.

I
P

9.

10 Arrgkutan Pedesaan yang selanjutnya disingkat dengan ANGDES adalah

angkutap dari satu tempat ke tempat lairr dalarn satu daerali Kabupaten yang

ridak terprasuk dalam tray'ek kota yang berada pada rvilal"ah Ibu Kota

Kabupaten dengan menggunakan angkutan utrllrr atau rnobil penumpang

lrmum yang terikat dalam traYek

BAB II
TEMPAT DAN LARANGAN PARKIR

Pasal2

Balr*a kendaraan untum yang rnelayani trayek angkutan AKAP. Angkutan

I \KDp. ANGDES diharuskan masuk Terrninal Bus Muara BLrlian, dan tidak

I aiberrarkan menaikkan dan menurunkan penumpang :

[ __a. IJntuk Jalan Gajah Mada, dari Simpang Tiga Teratai ( depan Universitas

Jambi ) sampai dengan Simpang Tiga Sridadi ;

b. untuk Jalan Jenderal Sudirman, dari Simpang E,mpat Bulian Bisnis Center

(BBC) melalui Simpang Empat Tugu Pohvan sampai dengan Simpang Tiga

Jalan Baru KM. 6 :
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d.

c. untuk _ialalr Sultan Thaha dan Prof. Dr. Sri Sudervi" dari Sinrpanr Ernpat'l'ugu llolrr'an sanrpai dengan Simpang Tiga Rurnah Sakit unrLrnr Daerah (

RIUD ) \4uara Bulian :

ruutuk .lalan orang Kayo Hitam. dari Simpang [:mpat Bulian Bisnis Center
iilBf-'; :anrpai dengan Sinrparrg Empat Dekat'fennirral bus :

r,rrttuk .lalan Kol. Pol. l\.1. "f-aher. dari Simpang tiga Rengas Corrdong {dekat
ien-rbaiarr) dan Sirnpang Tiga Rensas Condc'ng (dekat gudang Acorrg)
'.:rntpai dcngan Simpang-l-iga RLrnral: Sakit Unrunr Daerah iRStlD) i\{uara
ili;lr;rt: rilrr: Sirrrparre Tigr Jr:rri-.:lnker :

'ii dri..rrtt :ilrsal ilenokoaarr iJriiiarr Ilisnis Centcr {lJBCi dar: sckitarnva :

i trite r":lli :

i lil,Jttl].rir"i a atait ntrlliL-n.iirut ()roltg ) anq rtttitg;iil'llni kece lnk:rarr ;rla* siikit
r;r*ll i;li:gai drinia.

j. i,1.:,.rrrrs kendar an carlerar'l tlapat dibenarkair.

Pasal 3

\\iliii,)'f ti.i:rk dibcnarkan aniara Iaiu :

;1

ir.

t*tll!-lltpang dari travek 1'ang telah ditentukan atau tidak urelayani rravek
r':irt!1 sesuai derrgan ketentuan yang diberikan seba-eai contoh : scharusn-r'a
kendaraan Angkot dari Perurnnas lrarus sampai di Terminal Bus namun
tcnrliile lrarrta santpai di Simpang Empat Ilulian Bisnis Cenrer (BBtl)
l\c'riudian kernbali lagi ke Perumnas hal derniLian adalah Pelarre_earan :

rtre naikkan dan rnenurunkan penumpang tidak dibenarkan melebihi 2 (dua)
krliJarairn pada setiap lralte _vang ditentukan :

p;rkir kendaraan di halte-halte (tenrpat) peurberher:tian unruk nrenaikkan
ilarr r.trenurunkan penulnpang yang telalr ditentukan, dan hanl'a dapat
clibeirarkan berhenti yang bersifat sementara tanpa menretikan mesin
i.e rtdara an.

Pasal 4

i)irias Perhubunqau dalam rangka pelaksanaan Tertib Lalu Lintas lnemasallg
rantbu-rarnbu petun-iuk dan larangan untuk diketahui masyarakat dan pernakai
i.r::riiaraan berrnoktr-
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Pasal5

Demi kelancaran pelaksanaan dalam Penertiban Lalu Lintas ditunjuk petugas
Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari dan Polisi Lalu Lintas (Polres
Batang Hari) untuk mengawasi terlaksananya Tertib Lalu Lintas ini dan
menindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi setiap pelanggaran yang
dilakukan oleh Pengusaha Angkutan.

Pasal 6

Bagi kendaraan yang tidak mematuhi Peraturan ini dianggap melanggar
Perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke Pengadilan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintalrkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabuapaten Batang
Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian

pada tarrggal 12 Januari 2007

BUPATI BATANG HARI.

dto

SYAHIRSAH. SY

dto

SALIM JUFRI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

T{HUN ]OO7 NOMOR 2

Diundarrgkarr di Muara Bulian

It pada tanggal l 2 Januari 1007
I

V SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

Peratttron Bupati Batang [{art


